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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab - bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan :

1.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan
Pengujian Undang - Undang akan melakukan penafsiran hukum untuk
menghasilkan suatu putusan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-XX1/2023 Mahkamah menggunakan penafsiran tekstual, etikal,
dan prudensial. Sehingga Mahkamah memutuskan untuk memberikan
fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan digunakan sebagai tempat
kampanye Pemilu apabila mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat
terkait. Dengan diberikannya kewenangan tersebut akan menimbulkan
ketidaknetralan di tubuh ASN. Dalam pertimbingannya, Mahkamah hanya
melihat prinsip netralitas untuk menjaga tempat terkait dari anasir politik
praktis, namun tidak melihat potensi terjadi ketidak netralan yang dilakukan
oleh penanggung jawab tempat terkait. Apabila Mahkamah menggunakan
penafsiran sistematis, penafsiran historis serta penafsiran sosiologis,
Mahkamah bisa melihat dasar pembentukan prinsip tersebut serta dapat
melihat budaya politik di Indonesia yang masih memberikan ruang untuk
terjadinya ketidaknetralan. Pada hakikatnya untuk mencapai keadilan yang
diamanatkan konstitusi sebaiknya Mahkamah dapat melihat suatu hal
dengan kacamata yang lebih luas sehingga tidak hanya memberikan
keadilan terhadap peserta Pemilu, namun juga masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 memunculkan
ketidak selarasan dalam penggunaan prinsip netralitas yang disebabkan oleh
berbagai aspek. Dalam pertimbangannya, Mahkamah tidak melakukan
inventarisasi terhadap aturan yang mengatur mengenai prinsip netralitas
yang menghasilkan aturan yang memiliki potensi untuk dilakukannya
ketidaknetralan oleh ASN sebagai pemberi izin penggunaan fasilitas

pemerintah dan tempat pendidikan. Hal tersebut akan berdampak terhadap
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masyarakat, salah satunya mengenai pelayanan publik. Dengan
diberikannya penanggung jawab tempat terkait akan membuka gerbang
untuk melakukan salah satu bentuk pelanggaran netralitas, yaitu mengenai
pengeluaran keputusan olej pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat
fungsional. Pejabat — pejabat tersebut yang memiliki kewenangan untuk
memberikan izin penggunaan tempat kampanye membuka gerbang
ketidaknetralan karena mereka memiliki kepentingan terhadap calon
tertentu. Melihat penegakan hukum terhadap pelanggar netralitas juga tidak
dijalankan dengan baik oleh Bawaslu dan PPK menjadikan ketidaknetralan
tersebut dengan mudah dilakukan oleh para ASN untuk memenuhi
kepentingannya. Maka dengan diberikannya kewenangan kepada ASN
untuk memberikan izin penggunaan tempat kampanye akan berpotensi
terjadinya pelanggaran netralitas yang disebabkan karena adanya

kepentingan.

5.2 Saran

Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XX1/2023 yang

diputuskan oleh Mahkamah berpotensi munculnya ketidaknetralan ASN yang tidak

saja merugikan peserta Pemilu, namun juga masyarakat. Oleh karena itu penulis

memberikan saran sebagai berikut :

Penyederhanaan aturan mengenai KASN dari aspek kewenangan dalam
penyelenggaraan Pemilu; dan
Melakukan perubahan terhadap pengertian Kampanye Pemilu agar dapat

merealisasikan tujuan dari Kampanye Pemilu.
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